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WALIKOTA BANJAR 
 

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR 

NOMOR 10 TAHUN 2013 

 

 

TENTANG 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARTAHUN ANGGARAN 2012 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

WALIKOTA BANJAR, 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah 

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan 

yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia (BPK-RI) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir; 

  b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah Kota Banjar Tahun 

Anggaran 2012; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4244); 

3. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
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Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan, 

PengelolaandanTanggungjawabKeuangan Negara  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 

tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimanatelahbeberapa kali 

diubahterakhirdenganUndang-undangNomor 12 Tahun 2008 

tentangPerubahanKeduaatasUndang-undangNomor32 Tahun 

2004 tentangPemerintahan Daerah MenjadiUndang-undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 

tentangPerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusatdanPemer

intahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 

tentangMajelisPermusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan 

Daerah, DewanPerwakilan Daerah danDewanPerwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5043); 

10. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah 

danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 

tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. PeraturanPemerintahNomor 109 Tahun 2000 

tentangKedudukanKeuanganKepala Daerah danWakilKepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler danKeuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah 

terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

15. PeraturanPemerintahNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

16. PeraturanPemerintahNomor 56 Tahun 2005 

tentangSistemInformasiKeuangan Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), 

sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 65 

Tahun 2010 tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 

56 Tahun 2005 tentangSistemInformasiKeuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

17. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 

tentangPengelolaanKeuanganDaerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005tentangDesa 

(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 158, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005tentangKelurahan 

(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 155, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 

2005tentangPedomanPembinaan dan 

PengawasanPenyelenggaraanPemerintahanDaerah 

(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2006tentangPengelolaanBarangMilik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), 

sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 38 

Tahun 2008 tentangperubahan atas Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 

tentangPengelolaanBarangMilik Negara/Daerah 

(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 

tentangLaporanPenyelenggaraanPemerintahDaerahKepadaPeme

rintah, 

LaporanKeteranganPertanggungjawabanKepalaDaerahkepadaDe

wanPerwakilanRakyatDaerah, dan 

InformasiLaporanPenyelenggaraanPemerintahanDaerahKepada
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Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentangPembagianUrusanPemerintahan antara Pemerintah, 

PemerintahanDaerahProvinsi dan 

PemerintahanDaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 

tentangPengelolaanUang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

27. PeraturanPemerintahNomor 41 Tahun 2007 

tentangOrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, TambahanLembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4741); 

28. PeraturanPemerintahNomor 7 Tahun 2008 

tentangDekonsentrasidanTugasPembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentangBantuanKeuangankepadaPartaiPolitik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5351); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 

tentangPedomanPenyusunanPeraturanDewanPerwakilanRakyat

Daerahtentang Tata TertibDewanPerwakilanRakyatDaerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan 

WewenangsertaKedudukanKeuanganGubernursebagaiWakilPem

erintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5107), 

sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 23 

Tahun 2011 tentangPerubahanatasPeraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 

WewenangsertaKedudukanKeuanganGubernursebagaiWakilPem

erintah di Wilayah Provinsi(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5209); 

32. PeraturanPemerintahNomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan PemanfaatanInsentifPemungutanPajakDaerah 

dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

33. PeraturanPemerintahNomor 71 Tahun 2010 

tentangStandarAkuntansiPemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 



 

5 

 

 

34. PeraturanPemerintahNomor 30 Tahun 2011 

tentangPinjamanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5219); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

36. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang /Jasa Pemerintah, sebagaimanatelahbeberapa kali 

diubahterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 

2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan  Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannnya; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang  

Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, 

Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2012; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

44. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

45. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2012; 

46. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2012;  
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR 

dan 

WALIKOTA BANJAR 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2012. 

  

 Pasal 1 

  

 (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan 

memuat: 

  a.   Laporan Realisasi Anggaran; 

b.   Neraca; 

c.   Laporan Arus Kas; dan 

d.   Catatan atas Laporan Keuangan. 

 (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

laporan keuangan yang telah diaudit BPK dengan pernyataan 

“Wajar Tanpa Pengecualian” dilampiri dengan laporan kinerja dan 

ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan 

daerah. 

  

 Pasal 2 

  

 Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

huruf a Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut: 

 a. Pendapatan Rp 545.085.309.774,00   

 b. Belanja Rp 513.257.046.492,00   

  Surplus   Rp 31.828.263.282,00 

 c. Pembiayaan     

  - Penerimaan Rp 77.266.077.402,00   

  - Pengeluaran Rp 800.000.000,00   

  PembiayaanNeto   Rp 76.466.077.402,00 

 d. SiLPA   Rp 108.294.340.684,00 

  

 Pasal 3 

  

 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 

2 sebagai berikut: 

 (1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan 

sejumlah Rp3.266.917.111,00dengan rincian sebagai berikut: 

  

a. Anggaran pendapatan setelah 

perubahan Rp 541.818.392.663,00 

  b. Realisasi Rp 545.085.309.774,00 

   Selisih lebih Rp 3.266.917.111,00 

      

 (2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah 

(Rp84.271.423.573,00) dengan rincian sebagai berikut: 

  a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 597.528.470.065,00 

  b. Realisasi Rp 513.257.046.492,00 

   Selisih kurang Rp (84.271.423.573,00) 

      

      

      



 

7 

 

 

 (3) Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit 

sejumlah Rp87.538.340.684,00dengan rincian sebagai berikut: 

  a. Defisit setelah perubahan Rp (55.710.077.402,00) 

  b. Realisasi Rp 31.828.263.282,00 

   Selisih lebih Rp 87.538.340.684,00 

      

 (4) Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi 

penerimaan pembiayaan adalahsejumlah Rp12.756.000.000,00 

dengan rincian sebagai berikut: 

  a. Anggaran penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan Rp 64.510.077.402,00 

  b. Realisasi Rp 77.266.077.402,00 

   Selisihlebih Rp 12.756.000.000,00 

      

 (5) Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi 

pengeluaran pembiayaan adalah sejumlah (Rp8.000.000.000,00) 

dengan rincian sebagai berikut: 

  a. Anggaran pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan Rp 8.800.000.000,00 

  b. Realisasi Rp 800.000.000,00 

   Selisihkurang Rp (8.000.000.000,00) 

      

 (6) Selisih anggaran pembiayaan neto dengan realisasi pembiayaan 

neto adalahsejumlah Rp20.756.000.000,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 

  a. Anggaran pembiayaan neto setelah 

perubahan Rp 55.710.077.402,00 

  b. Realisasi Rp 76.466.077.402,00 

   Selisihlebih Rp 20.756.000.000,00 

  

 Pasal 4 

  

 Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 

Desember Tahun 2012 sebagai berikut: 

 a. Jumlah Aset Rp 1.328.995.806.244,74 

 b. Jumlah Kewajiban Rp 379.005.712,00 

 c. Jumlah Ekuitas Dana Rp 1.328.616.800.532,74 

  

 Pasal 5 

  

 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 

c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2012, 

sebagai berikut: 

 a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2012 Rp 64.510.074.402,00 

 b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp 179.733.809.253,00 

 

c. Arus Kas Bersihdari Aktivitas Investasi 

Aset Non Keuangan Rp (147.905.545.971,00) 

 

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas 

Pembiayaan Rp 11.956.000.000,00 

 

e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non 

Anggaran Rp 3.000,00 

 f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2012 Rp 108.294.340.684,00 
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Pasal 6 

  

 Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 

(1) huruf d Tahun Anggaran 2012 memuat informasi baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan serta 

hal-hal lain yang perlu diungkapkan sesuai ketentuan yang berlaku. 

  

 Pasal 7 

  

 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, berupa Laporan 

Keuangan Pemerintah Kota Banjar untuk tahun yang berakhir tanggal 

31 Desember 2012 yang di komparasikan dengan laporan keuangan 

untuk posisi per 31 Desember 2011. 

 a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; 

  Lampiran I.1 :  Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

  Lampiran I.2 :  Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

  Lampiran I.3 :  Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program dan Kegiatan; 

  Lampiran I.4 :  Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 

untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam 

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

  Lampiran I.5 : DaftarPiutang Daerah; 

  Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah; 

  Lampiran I.7 : DaftarRealisasiPenambahan Dan 

PenguranganAsetTetap Daerah; 

  Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan 

Aset Lainnya; 

  Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum 

Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan 

Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 

Berikutnya; 

  Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan; 

  Lampiran I.11 : DaftarPinjaman Daerah; 

  

 b. Lampiran II : Neraca; 

  

 c. Lampiran III : Laporan Arus Kas; 

  

 d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan. 

  

 Pasal 8 

  

 Lampiran lain atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 terdiri dari: 

 a. Laporan Akuntanbilitas Kinerja Pemerintah Kota Banjar Tahun 

2012, dan 

 b. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta 

Anom Kota Banjar danIkhtisar Laporan Keuangan Perusahaan 

DaerahBanjar Water Park untuk tahun yang berakhir tanggal 31 

Desember 2012 dan 2011. 
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 Pasal 9 

  

 Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2012. 

  

 Pasal 10 

  

 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  

 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah Kota Banjar. 

 

 

Ditetapkan di Banjar 

padatanggal 24 Juli 2013  

 

WALIKOTA BANJAR, 

 

               ttd 

 

 

HERMAN SUTRISNO  

 

 

 

Diundangkan di Banjar 

pada tanggal 24 Juli 2013 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 

 

 

                        ttd 

 

YAYAT SUPRIYATNA  
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